WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 27

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
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Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Preside

Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

mengamanatkan bahwa Unit Kerja Layanan Pengadaan

yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit

kerja

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berbentuk

struktural dan merupakan pusat keunggulan Pengadaan

Barang/.Jasa;

b. bahwa berdasarkan hasil analisis beban kerja serta dalam

rangka efisiensi anggaran perlu menggabung unit yang

menangani urusan ekonomi dengan unit keria

menangani urusan pembangunan;

yang

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan

Wailkota Gorontaio tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Undonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ternitang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
(Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 27).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT

DAERAH KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2016 Nomor 27) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf c¢ diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 7

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 buruf c membawabhi:
a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
1. Subbagian Perekoriomian;
2. Subbagian Pembangunan; dan
3. Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
b. Bagian Keuangan terdiri dari :
1. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
2. $Subbagian Verifikasi; dan
3. Subbagian Akuntansi.
c. Bagian Pengadaan terdiri dari :

1. Subbagian Pengembangan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa;
2. Subbagian Layanan Pengadaan ; dan

3. Subbagian Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa.
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2. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Paragraf 1 pada Bagian Ketujuh diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Paragraf 1

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan

3. Ketentuan Pasai 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Kepala Bagian perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas

merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan

perekonomian, penyusunan program administrasi pembangunan, kebijakan,

serta sarana perekonomian dan pembangunan.

ketentuan pasai 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

pasal 43

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, kepala

Dagian perekonoinian dan pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1:

o

~I

menghimpun kebijakan teknis di bidang ekonomi pembangunan daerah
sesuai ruang lingkupnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menghimpun data ekonomi dan pembangunan daerah sesuai kebutuhan
untuk pengembangan dan pemberdayaan kegiatan ekonomi,
menghimpun program kegiatan-kegiatan pembangunan fisik/non fisik
berdasarkan skala prioritas untuk peningkatan kualitas pembangunan
daerah;

menghimpun data rencana kegiatan pembangunan fisik/non fisik meiaiui
unit terkait untuk penyusunan program unit;

menganaiisa data ekonomi pembangunan daerah sesuai kebutuhan
untuk pengembangan dan pemberdayaan kegiatan ekonomi,

menyusun rencana kegiatan ekonomi pembangunan daerah sesuai
kebutuhan menjadi program unit;

menyusun kebijakan teknis di bidang ekonomi pembangunan sesuai

ruang lingkupnya sebagai dasar pelaksanaan tugas;
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8. melakukan pengendalian program kegiatan pembangunan fisik/non fisik

secara terpadu untuk terwujudnya pembangunan sesuai rencana;

9. melakukan monitoring program pembangunan daerah secara berkala

sebagai bahan evaluasi program,;

10. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis

untuk beroleh petunjuk;

11. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bagian

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

12. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya

pelaksanaan tugas;

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

Ketentuan Paragraf 2 pada Bagian Ketujuh dan Pasal 44 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Kepala Subbagian Perekonomian

Pasal 44
Kepala subbagian perekonomian mempunyai tugas dibidang penanaman
modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, percdagangan, energi
dan surnber daya mineral, pariwisata, tenaga kerja, perizinan dan sumber

daya alam berdasarkan juklak/juknis untuk peningkatan usaha ekonomi.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45
Dalam rmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala

Subbagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

1. mengumpulkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, koperasi,
usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber
daya mineral, pariwisata, tenaga kerja, perizinan dan sumber daya alam

berdasarkan ruang lingkup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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menyusun kebijakan teknis bidang penanaman modal,
koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan,
energi dan sumber daya mineral, pariwisata, tenaga kerja, perizinan dan

sumber daya alam sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

mengumpulkan data bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil
dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya
mineral, pariwisata, tenaga kerja, perizinan dan sumber daya alam sesuai
jenisnya;

mengelola data dibidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan
menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral,
pariwisata, tenaga kerja, perizinan dan sumber daya alam berdasarkan

tingkatannya sebagai bahan informasi;

menyusun rencana dibidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil
dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya
mineral, pariwisata, tenaga kerja, perizinan dan sumber daya alam

berdasarkan skala prioritas untuk menjadi program unit;

memfasilitasi pengembangan dibidang penanaman modal,
koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan,
energi dan sumber daya mineral, pariwisata, tenaga kerja, perizinan dan

sumber daya alam sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan

instansi terkait untuk penyatuan pendapat;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub-sub bagian melalui

rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bzhan

evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

Ketentuan Paragraf 3 pada Bagian Ketujuh dan Pasal 46 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Kepala Subbagian Pembangunan

KABAG -
UNITAKERJA HUKUM ASI’S:[‘EN SEKDA

(R EE AN




~I

-7-

Pasal 46

Kepaia Subbagian Pembangunan mempunyai tugas penyusunan program

pembangunan daerah, pelaksnaan evaluasi bina program dan pengendalian

berdasarkan jukiak/juknis untuk terbitnya pelaksanaan program kegiatan

pembangunan.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala

Subbagian Pembangunan rnenyelenggarakan fungsi:

“
L.
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enyusull rencana Kegiatan subbagian pembangunan, berdasarkain data
dan program yang ditetapkan oleh bagian perekonomian dan

pembangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan daerah;

mengkiasiiikasikan daia dan bahan sesual dengan keperiuan dalam
rangka penyusunan program kerja;

mempersiapkan  bahan dalam  rangka  penyusunan = program
pembangunan daerah serta mengelolah konsep rencana anggaran satuan
kerja dan dokumen anggaran satuan kerja yang diajukan oleh unit kerja;
menghimpun kebijakan teknis penyusunan program pembangunan
daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pedoman tugas;

menganalisa dala  program  pembangunan  daerah  melalul  analisa
kebutuhan untuk peningkatan kualitas program pembangunan daerah;
melakukan minitoring program pembangunan daerah secara berkala
sebagai bahan evaluasi;

mengkonsuitasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik Iisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

mengkoordinasikan peiaksanaan tugas dengan subbagian meiaiui

rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat;

. menyusun iaporan peiaksanaan tugas secara berkaia sebagai bshan

evaluasi; dan
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11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelanicaran tugas kedinasan.

Ketentuan Paragraf 4 pada Bagian Ketujuh dan Pasal 48 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Kepala Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 48

Kepala Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala

Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1.

menghimpun bahan kebijakan teknis penyusunan laporan pembangunan

daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun rencana kegiatan evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan

untuk menjadi program unit;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara
berkala untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan

selanjutnya;

menghimpun data hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai jenis

sebagai bahan penyusunan pelaporan;

membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan secara

berkala sebagai bahan penilaian;

menindaklanjuti laporan hasil evaluasi ke tingkat atas sebagai bahan

penyusunan program lanjutan;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
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8. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan subbagian melalui

rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkaia sebagal bahan

0

evaluasi; dan

10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

. Ketentuan Bagian Kesembilan dan Paragrai i pada Bagian Kesembiian

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Bagian Pengadaan
Paragraf 1

Kepala Bagian Pengadaan

Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58
Kepala Bagian Pengadaan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan
pembinaan SDM dan kelembagaan, pendampingan dan konsuitasi
pengadaan barang dan jasa, memimpin fasilitasi proses pemilihan penyedia

barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan Pasai 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Dalam meilaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam PPasai 58, Kepaia
Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

i. menyusun rencana operasional diiingkungan bagian pengadaan
berdasarkan program kerja sekretariat daerah serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman peiaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bagian

pengadaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
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memberi  petunjuk  pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan bagian pengadaan sesuai dengan peraturan dan
prosedur vang berlaku agar tidak teriadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

menyeiia peiaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian pengadaan
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

mernigendalikan pelaksanaan pembinaan SDM dan kelembagaan
pengadaan barang dan jasa sesuai Kketentuan untuk mewujudkan
pengadaan barang dan jasa yang mudah, cepat dan akuntable;
merigendalikan peiaksanaan pendampingan dan konsuling pengadaan
barang dan jasa sesuai kebutuhan untuk memberikan pemahaman
tentang pedoman pengadaan barang dan jasa;

mengendalikan pelaksanaan reviuw dokumen rencana pelaksanaan
pengadaan sesuai keientuan untuk memperoieh dokumen yang dapat
dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;

menetapkan standart layanan pengadaan sesuai prosedur untuk
meningkatkan layanan pengadaan barang dan jasa;

memimpin pengeloiaan Sistem Pengadaan Secara Eiektronik (SPSE)
sesuai ketentuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa secara eiektronik;
menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota bagian layanan
pengadaan ke daiam keiompok kerja (pokja) sesuai kebutuhan/beban

kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;

. memimpin fasilitasi proses pemiiithan barang dan jasa sesuai keterituan

untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

. mengusulkan pemberhentian anggota keiompok kerja (pokja) bagian

layanan pengadaan kepada kepala daerah melalui seckretaris daerah
apabiia terbukti meiakukan peianggaran peraturan perundang-undangan
dan/atau kkn sesuai ketentuan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa yang akuntabeli;

melakukan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di
bagian pengadaan sesuai ketentuan untuk menghasiikan proses

pengadaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
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mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bagian
pengadaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas vang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

. menyusun iaporan peiaksanaan tugas bagian pengadaan sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

mauipun tertuiis.

. Ketentuan Paragraf 2 pada Bagian kesembilan dan Pasai 60 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Advokasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 60

Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan  pembinaan,

pendampingan, konsuling dan advokasi pengadaan barang dan jasa di

lingkungan kerja pemerintah daerah Kota Gorontalo.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kepala

Subbagian Pengembangan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

menyelengggarakan fungsi :

j

menyusun rencana operasionai dilingkungan Subbagian Pengembangan
SDM dan Advokasi Pengadaan berdasarkan prograrn kerja Bagian

Pengadaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman peiaksanaan tugas;
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mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan subbagian
Pengembangan SDM dan Advokasi Pengadaan sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab vang ditetapkan agar tugas vang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien,;

memberi petunjuk peiaksanaan tugas kepada bawahan dilingkurigan
Subbagian Pengembangan SDM dan Advokasi Pengadaan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang beriaku agar tidak terjadi kesalahan daiam
pelaksanaan tugas;

menyeiia peiaksanaann tugas bawahan dilingkungan Subbagian
Pengembangan SDM dan Advokasi Pengadaan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang beriaku untuk rnencapai target

kinerja yang diharapkan;

merencanakan serta meiaksanakan pengembangan SDM  dan
kelembagaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan untuk
mewujudkan tenaga fungsional pengadaan barang can jasa yang

kompeten dan profesional serta mewujudkan kematangan kelembagaan;

merencanakan dan meiaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengadaan
barang dan jasa sesuai Ketentuan untuk peningkatan kompetensi
pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja Pemerintah

Kota Gorontalo;

meiaksanakan fasilitasi pendampingan pengadaan barang dan jasa serta
pengawalan hokum sesuai ketentuan untuk menciptakan kenyamanan
dan keamanan serta menghindari penyimpangan dalam proses pemilihan

penyedia barang dan jasa;

mengkoordinir kegiatan Kkiinik konsuitasi sesuai ketentuan untuk
mewujudkan pembinaan pengadaan barang dan jasa yang bersifat
kontinyu;

melaksanakan pengawasan penerapan standar operasional prosedur
layarian pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan untuk
meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur dalam proses pelelangan

barang dan jasa;

melaksanakan fasilitasi penanganan sanggahan dan pengaduan sesuai
ketentuan untuk menciptakan proses pemilinahan penyedia barang dan

iasa vang dapat dipertanggungjawabkan:

UNIT KERJA ASISTEN | SEKDA

qwltl%l%



11.

12.

=[3=

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian
Pengembangan SDM dan Advokasi Pengadaan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas vang

—

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja

menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian Pengembangan SDM
dan Advokasi Pengadaan sesual dengan tugas yang teiah dilaksanakan

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oieh atasan baik

lisan maupun tertulis.

. Ketentuan Paragrai 3 pada Bagian Kesembilan dan Pasal 62 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Kepala Subbagian Layanan Pengadaan

Pasal 62

Kepala Subbagian Layanan Pengadaan mempunyail tugas memiasilitasi

pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepaia

Subbagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

1

menyusun rencana operasional dilingkungan Subbagian Layanan
Pengadaan berdasarkan program kerja Bagian Pengadaan serta petunjuk

pimpinan sebagail pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan subbagian
Layanan Pengadaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas vang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan
Subbagian Layanan Pengadaan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyeiia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Layanan
Pengadaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

beriaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
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merencanakan dan memlasilitasi pelaksanaan pengkajian ulang rencana
umum pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kota
Gorontalo sesuai  ketentuan untuk memperoleh rencana umum

pengadaan (RUP) yang efektif dan efisien;

merencanakan dan memiasilitasi kegiatan reviuw dokumen rencana
pelaksanaan pengadaarn (RPP) di lingkungan Pemerintah Kota Gororntalo
sesuai ketentuan untuk memperoieh dokumen yang berkualiitas, terbuka
dan tidak diskriminatif;

melaksanakan fasiiitasi proses pemilihan penyedia barang dan jasa
dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sesuai ketentuan demi
pelaksanaan pengadaar barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel;

melaksanakan fasilitasi penyerahan dokumen hasii peieilangan
pengadaan barang den jasa ke Kuasa Pengguna Anggaran sesuai

prosedur untuk keiancaran peiaksanaan kontrak;

melaksanakan evaluasi proses pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
sesuai prosedur untuk perbaikan prosedur pemilihan penyedia barang

dan jasa dimasa vang akan datang:
memfasilitasi pendampingan ahli/teknis dalam pelaksanaan pemilihan
penyedia Barang dan Jasa sesuai kebutuhan untuk meminimalisir

kesalahan dalam proses pemilihan penyedia;

. melaksanakan pemantauan;/ monitoring pelaksanaan kontrak pengadaan

barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sesuai
ketentuan untuk bahan evaiuasi percepatan proses pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa;

. mengevaiuasi peilaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian

Layanan Pengadaan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

. menyusun laporan peiaksanaan tugas subbagian Layanan Pengadaan

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik

lisan maupun tertulis;
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17. Ketentuan Paragraf 4 pada Bagian Kesembilan dan Pasal 64 ciubah sehingga

18.

berbunyi sebagai berikut :
Paragraf 4
Kepala Subbagian Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Pasal 64

Kepala Subbagian Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai
tugas memfasilitasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Paragraf 4 pada Bagian Kesembilan dan Pasal 65 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 64, Kepala
Subbagian Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa menyelenggarakan
fungsi :

1. menyusun rencana operasional dilingkungan Subbagian Sistem Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan program kerja Bagian
Organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan subbagian Sistem
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang ciberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan
Subbagian Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Sistem
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah

yang transparan;
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melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE sesuai prosedur
demi kelancaran proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
daan/poKja pcmilinan pcngadaan barang dan
jasa menayangkan pengumuman dan melaksanakan proses pemilihan
penyedia barang dar jasa sesuai ketentuan untuk peiaksanaan
pelelangan barang dan jasa secara elektronik;

meiaksanakan pemeiiharaan SPSE dan infrastrukturnya sesuai prosedur
untuk meminimalisir terjadinya gangguan sistem pengadaan secara
elektronik;

melaksanakan layanarn pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian
SPSE sesuai kebutuhan perangkat daerah demi keiancaran pemanfaatan

SPSE dalam proses pengadaan barang dan jasa;

. meiaksanakan fasiiitasi data dan informasi pengadaan barang dan jasa

sesuai prosedur untuk kebutuhan evaluasi dan perencanaan
pembangunan daerah,
melaksanakan pemantauan/monitoring rencana umum pengadaan (RUP)

-

sesuai ketentuan untuk mencapal target xmerja RUl"

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian
Sistemm Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang
telah diiaksanakan scbagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja dimasa yang akan datang;

. menyusun Iiaporan peiaksanaan tugas subbagian Sistem Iniormasi

Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas yang telah
dilakksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik

lisan maupun tertulis.

. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkanl (satu) pasal yakni Pasal 635A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Pengadaan membentuk

Kelompok Kerja Layanan Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan

Walikota Gorontalo.
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20. Ketentuan Pasal 91 hurufl b dan huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 90, Kepala

Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :

d.

?4

menyiapkan kebljakan ieknis di bidang analisis dan evaiuasi Kinerja
sesuai kebutuban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menghimpun baban/data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerinitab (LAKIP) Perangkat Daerah;
menyiapkan bahan/data untuk penyusunan Laporar Akuntabiiitas

Kinerja Instansi Pemerinitah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kora Gorontalo;

. dihapus;

menghimpun dan mengelola data organisasi berdasarkan analisis beban
kerja (ABK) dan analisis jabatan (ANJAB) untuk mengetahui tingkat dan

kompetensi jabatan:

melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Gorontaio;

dihapus;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana kerja untuk mencapai

sasardn Keglalan dan prograin yang telah ditentukan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian

meialui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun

tertulis untuk beroleh petunjuk;

melaporkan hasil  pelaksanaan itugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi; dan

meiaksanakan tugas iain yang diperintahkan oieh atasan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Nevember 2018

ALIKOTA GORONTALoi"/
I

—

MARTENA. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Teveab:r D018
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

L

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 23
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WALIKOTA

STAF AHLI

- BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
- BID. EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- BID. SDM DAN KEMASYARAKATAN

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA GORONTALO

ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI UMUM DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN APARATUR
1 1 1
I y 1 | L 1 | - 1 1
BAGIAN i Rk B .. N BAGIAN BAGIAN BAGIAN N BAGIAN i BAGIAN
PEMERINTAHAN REDAY A PRLTBEGLER DAN KEUANGAN PENGADAAN HUKUM UMUM ORGANISASI
PEMBANGUNAN
SUBBAGIAN R— s s SITRRAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
R e KESEHIATERAAN PROTOKOLER pemekonowian | AvooaranDav  H|  BREGGE™ PERUNDANG. M| UMUMDAN 1 “RUciEAte e
DAN KERJASAMA = PERBENDAHARAAN PENGADAAN BARANG UNDANGAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI
DAN JASA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PELIPUTAN, SUBBAGIAN SUBBAGIAN LAYANAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
FEMERINTAHAN KEAGAMAAN PEMBERITAAN DAN PEMBANGUNAN [} VERIFIKASI 1 PENGADAAN BANTUAN HUKUM  H PERLENGKAPAN [ TATALAKSANA [T WALIKOTA GORO NTALO ?
DAN KECAMATAN il
SUBBAGIAN ;
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAG
B i BUDAYA DAN TATA USAHA BRI, iomnsrienal SISTEM INFORMAS EVALUASI DAN B oo O ANALISIS DAN
WILAVAH ADAT ISTIADAT PIMPINAN PELAPORAN o JENGADAAN DOKUMENTASI EVALUASI KERJA
Lidoedeos do 2 BARANCDAN JASA

MARTEN A. TAHA



